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WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : 15 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA

BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Menimbang

Mengingat

KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG;

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD, maka perlu menetapkan Peraturan
Walikota Magelang tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta
Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Magelang ;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas,
perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Tunjangan Komunikasi
Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Magelang ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

3 Kecil dalam
ntukan Daerah Daerah  Kota
Ei(argl?jngan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa
Barat ;

ng Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

ran Negara Republik Indonesia Tahun
ggg;r?\logll’l—g;n%’ Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-Unda

mor 22 Tahun 2003 tentang Susunan

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
dan Keﬁugu;:&at,JDeWa” Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwak!a Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
|:'erwak||an_|_amln 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran

II\Inedgzr:;SEepublik Indonesia Nomor 4310) ;

Undang-undang No

4. Undang-Undang ............



Memperhatikan :

10.

1.

_2_

Undang-unda
Perbendaharagg Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Indonesia Tahun Negara (Lembaran Negara Republik

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran -
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

ggr?'laerl]’%tggdang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Indonesia “?nh Daerah (Lembaran Negara Republik
Negara R < 2604 NO_mOF 125, Tambahan Lembaran -
telah di t?pr?b“k Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
2005 te ut an dengan Undang-Undang Nomor 8 .Tahun
Undan _”Uang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Und 9-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548) ;

UnQang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan -Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4712) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 N_omor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

2 Tahun 2007
aturan Daerah Kota Magelang Nomor
tpeer:tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2007 ;

2007 tentan
n Daerah Nomor 4 Tahun g
Ee"ﬁfa‘;rﬁan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Magelang
N%r;nor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

nteri
peraturan Me pengelolaan Keuangan Daerah ;

tentang Pedoman

eri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006
fersatﬁ;agel:jdsrr:an penyusunan Anggaran Pendapatan dan
en

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;

3. Peraturan .........



Perat i
uran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007

agnGIO?DOkan Kemampuan Keuangan Daerah,
b dan  Pertanggungjawaban Penggunaan
Perkaian Enjang Operasional Pimpinan Dewan
Tunjon akyat Da_erah serta Tata Cara Pengembalian
9an Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan H EEOI:'RJI:AN PENGELOLAAN KEUANGAN TUNJANGAN
BFRD Islg:zSI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA

TA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
PIMPINAN DPRD KOTA MAGELANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Magelang.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003
tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil ketua DPRD.

4. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikap Ifeanggotaannya sebagai
Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

i ikasi i j disingkat TKI adalah uang
5. Tuniangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya )
Vanéj digberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka

mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

rasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disgbut BPO
disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan
sional yang berkaitan dengan representasi
a melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan

6. Belanja Penunjang Ope
Pimpinan DPRD adalah dana yang
untuk menunjang kegiatan opera
pelayanan, dan kebutuhan lain gun
DPRD sehari-hari.

daerah adalah klasifikasi / klaster suatu

ok kemampuan keuangan_ daerah tertentu

daerah gntuk menentuk:rrl‘ 'fcimﬁa sebagai dasar penghitungan besaran

)I/_alaJng dltet?p;a:nikies?%ntengf dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
njangan Jo

pada setiap klaster.

7. Kelompok kemampuan keuangan

yangan tahunan yang digunakan untuk
tugas Pmpinan dan Anggota DPRD sesuaij
dan didasarkan pada prinsip pencapaian

8. Penganggaran adalah rencana lr<le
mendanai kelancaran pe_laksarll:ra1
dengan tujuan yang ditetap o
efisiensi dan efektifitas alokasl .

9, Pertanggungjawaban .........



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pertanggungjawaban ada|
: ah la
yang digunakan untuk kelancapr(;:\an Johg memuat pengelolaan sumber daya

dengan tujuan yang ditetapkan secafslszzig?l?n e (gl P se

BAB II
PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 2

??rgef#ga;afaerlor;gr?\l; Kemampuan Keuangan Daerah yang diperhitungkan oleh
setelah dikuranai d rintah Daerah (TAPD) dari Pendapatan Umum Daerah
> S |9 engan Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Siplil

aera iperoleh  perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah dibawah
Rp. 200.000.000.000,- (Dua ratus milyar rupiah), dengan hal tersebut

maka ditetapkan untuk Kemampuan Keuan
an Daerah K
Anggaran 2007 adalah Kelompok Rendah. ] ota Magelang Tahun

Dengar! Penetgpan Kemampuan Keuangan Daerah Kelompok Rendah
sebag_almana dimaksud dalam ayat (1) maka dana yang disediakan untuk
belanja Operasional Pimpinan DPRD disesuaikan dengan Kemampuan
Keuangan dengan klasifikasi rendah.

BAB III

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 3

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota
Magelang setiap bulan masing-masing sebesar 1 (satu) kali Uang Representasi
Ketua DPRD atau sebesar Rp- 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu

rupiah) ;

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januarl 2007.

Pasal 4

) ; 0 impi DPRD Kota Magelang setiap
B Penunjang Operasional Pimpinan _

bﬁfaar:agisiill;?:n danaJsebesar 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD
ditambah 1% (Satu seperdua) kali jumlah Uang Reprgsenta!& seluruh Wakil
Ke?:; aDPRDz a(tau cebesar Rp- 9.240.000,- (Sembilan juta dua ratus

empat puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagal berikut :

« 2 x Uang Representasi Ketua = 2 X Rp- Zilooﬁoov?lgkil R A2 000
e 1% x Jumlah Uang RePresentase selurd Rp. 5.040.000,-
Ketua = 1%2 X Rp. 3.360.00():_ Rp 9240.000,"

DPRD sebagaimana dimaksud dalam

impinan
onal PIMPIE " 4 April 2007.

: . si
Belanja Penunjang Opera g mulai tangg

ayat (1) disediakan terhitun



(1)

(2)

(1)

(2)

PENGAN
DAGNGQERf: TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
NJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 5

Pengti)anggarap Tunjapgan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota
D-PRk i e e dm.]akS_Ud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam Belanja
Tidak Langsung yang diuraikan ke dalam Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja

Penerimaan Lainnya P.impinan dan Anggota DPRD dan Rincian Obyek Belanja
Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 6

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dianggarkan dalam Pos
Sekretariat DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

Penganggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung
yang diuraikan ke dalam Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Penunjang
Operasional, Rincian Obyek Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
dan dianggarkan secara kolektif.

BAB V

PENCAIRAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 7

Pencairan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
dilaksanakan dengan pembayaran secara Beban Tetap / Langsung (LS) melalui

Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD.

rasi pencairan untuk Tunjangan Komunikasi

Persyaratan kelengkapan administ 2! LPRD, menggunakan dokumen sebagai

Intensif bagi Pimpinan dan Anggo

berikut : o .
;aftar Penerimaan Tunjangan Komunikasi Intensif

Kuitansi Dinas (A2)

Setoran Pajak PPh 21 )

Surat Perithah Membayar La_r;%saubn% é.ii?“a LS)

Sl Psrn_y igianpzigggiggj Surat Perintah Pencairan Dana Langsung
Surat Perin

(SP2D-LS).

hTO OO0 Do



Penggunaan Anggaran
Kuitansi Dinas (A2)

a
b
(of
d. Pakta Integritas Yang ditandatangani Pimpi
: gani Pimpinan DPRD
e. Surat Perintah Membayar Langsung (SPMF-)LS)
f Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja
g. Surat Perintah Penerbitan Surat Perintah [
(SPaD-LS) ah Pencairan Dana Langsung
(3) Pengajuan Pencairan Dana Belanja Penunjang Operasional untuk bulan

berikutnya dapat dilaksanakan sepanjang penggunaan dana yang sudah
diterima telah dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan dari
Tunjangan Komunikasi Intensif dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
DAN PENGGUNAAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 10

jangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan

Anggota DPRD dan Belanja Penunjang OperasionaI'KeglataE P|mg|nan|DPRD
yang telah diterima secara Langsung (LS) melalui BerlmdaKara engc[e)uararr:
Sekretariat DPRD disampaikan kepada Pejabat Pengelog euangan daera
(PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) ersama_a? esgan
penyampaian SPJ] Sekretariat DPRD pada saat pengajuan permintaan Uang

Persediaan.

(1) Pertanggungjawaban Tun

ertanggungjawaban Belanja Operasional

: —— - iri dengan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas
Keglat{:m lepl.n.:—:jn DZﬁDR?:;?r?Ir,’pengggunaan ‘Belanja Opgrasmnal Kegiatan
Ic:’i_an _dllent_:JEi;;FFz‘D 5239 memuat Kegiatan, Tujuan, Penerimaan dan Waktu

impinan

e 2D,
Penggunaan Dana yang ditandatangani Pimpinan DP

(2) Khusus untuk penyampaian P

Pasal 11 ..........



DPRD kepada seluruh An
- ggota DPRD.
b. Pelayanan, antara lain untuk Pelayanan keam i
c. Kebutuhan lain, antara lain anan dan transportasi.

: u ileuti
peringatan hari jadi st pe?tUk mengikuti upacara kenegaraan, upacara

dan konsultasi kepada k antikan pejabat daerah, melakukan koordinasi

tokoh-tokoh masyarakat ?s;?agaif:rb_mus\/awarah pimpinan daerah dan
’ iIcara DPRD dan pemberian bant

kepada masyarakat / kelompok masyarakat yang sifatnya ir?sidentgl. e

Pasal 12

Sekretaris DPRD selaku Pengguna An g
: : ggaran bertan
Belanja Penunjang Operasional Kegiatan Pimpinan DPgR%L{ngJawab atas pengelolaan

Pasal 13
Dalam -hal Belanja Penunjang Operasional Kegiatan Pimpinan DPRD sampai dengan
berakhn_’nya taht:m anggaran yang berkenaan terdapat dana yang tidak habis
terpakai, harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal: 10 Juli 2007.

R LIy
- SPATALKOTA MAGELANG
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¢
=
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o
A
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DRndangkan di  Magelang
%ada tanggal 10 Jui 2007.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Nip. 010072030

SERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2007 NOMOR 14



